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ABSTRAK

Di Indonesia, jumlah partai politik yang terlalu banyak merupakan salah satu
faktor penyumbang tidak efektifnya sistem pemerintahan di Indonesia.
Banyaknya partai politik yang ikut dalam pemilu menyebabkan koalisi yang
dibangun untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden terlalu “gemuk”
karena melibatkan banyak parpol. Tujuan dari penelitian ini adalah (1)
mengetahui bagaimana pelaksanaan pemilihan umum legislatif pasca adanya
sistem multi partai setelah reformasi; (2) mengetahui bagaimana pengaruh
adanya sistem multipartai dalam Figh Siyasah. Jenis Penelitian yang
digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Sumber data yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan
sumber hukum tersier. Metode penelitian ini ialah mengolah secara sistematis
bahan-bahan peneleitian ini merujuk pada kajian- kajian tersebut. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa 1) sistem multipartai di Indonesia didasarkan
pada Maklumat pamerintah' tanggal. 3 “November 1945.! Penerapan sistem
multipartai pasca reformasi berjalan 'sangat ekstrim (hyper multyparties)
karena begitu banyaknya jumlah partai politik yang ada. Sistem multipartai
yang berjalan saat ini, sama dengan masa Demokrasi Parlementer, mengalami
polarisasi dan fragmentasi yang pada gilirannya mempersulit proses
pengambilan keputusan di legislatif. 2) tinjauan figh siyasah sistem
multipartai termasuk dalam lingkup figh siyasah dusturiyah dan tidak
ditemukan dalil nash yang melarang. Hal tersebut berarti pendapat kebolehan

menerapkannya pada sistem kepartaian di suatu negara. Alasannya yaitu
v
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politik bersifat realitas yang

\'
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selalu berubah sehingga harus diimbangi figh baru yang memperhatikan

perubahan zaman.

Kata Kunci: Sistem Multipartai, Pemilu, Legislatif, Figh Siyasah.



ABSTRACT

In Indonesia, the excessive number of political parties is one of the
contributing factors to the ineffectiveness of the government system in
Indonesia. The large number of political parties that participated in the
election caused the coalition that was built to nominate the president and vice
president to be too "fat™ becauseit involved many political parties. The aims of
this research are (1) to find out how the implementation of the general
election for the legislature after the existence of a multi-party system after the
reformation; (2) find out how the influence of the existence of a multiparty
system in Figh Siyasah. The type of research used is normative juridical
research. The data sources used in this study are primary legal sources,
secondary legal sources and tertiary legal sources. The method of this
research is to process systematically the research materials referring to these
studies. The results of the research show that 1) the multiparty system in
Indonesia is based on the Government's Decree dated November 3 1945. The
implementation of the post-reform multiparty system has been very extreme
(hyper multiparties) because there are so many political parties in existence.
The current multiparty system, the same as during Parliamentary Democracy,
experiences polarization and fragmentation which in turn complicates the
decision-making process in the legislature. 2) review of siyasah figh
multiparty system is included in the scope of siyasah dusturiyah figh and no
text arguments were found that prohibit it. This means the opinion of the
permissibility of applying it to the party system in a country. The reason is
that politics is a reality that is always changing so it must be balanced with
new figh that takes into account changing times.

Keywords: Mulypartysystem, Elections, Legislature, Siyasaah Fig
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